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ABSTRAK 
 

 
 

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan program lanjutan pemerintah atas 

pengampunan pajak yang dilaksanakan pada tahun 2016 lalu, dimana para wajib pajak 

saat itu antusias untuk mengikuti program tersebut. Dengan adanya undang-undang No 

7 Tahun 2021 ini pemerintah berharap para wajib pajak kembali antusias dalam 

mengikuti program PPS tersebut, dengan memiliki banyak manfaat bagi wajib pajak 

yang mau mengikuti program tersebut, sehingga dapat membantu pemerintah dalam 

mendata dan menertibkan administrasi para wajib pajak, serta membantu negara dalam 

anggaran belanja pemerintah. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan merupakan 

undang-undang yang mengatur kembali ketentuan perpajakan yang membuat gairah 

investor untuk menanamkan modalnya pada dunia usaha, dengan harapan ekonomi 

negara berkembang dan dunia usaha bangkit pasca pandemi dengan dampak pemulihan 

ekonomi menjadi lebih cepat pulih dan berkembang yang berimbas pada meningkatnya 

pendapatan negara, maka negara bisa membuat anggaran yang bertujuan membantu 

masyarakat dan dunia usaha dengan APBN. 

Kata kunci: Peningkatan Pendapatan Negara 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 
 

The Voluntary Disclosure Program (PPS) is the government's follow-up program for 

tax amnesty implemented in 2016, where taxpayers at that time were enthusiastic about 

participating in the program. With the existence of law No. 7 of 2021, the government 

hopes that taxpayers will be enthusiastic again in participating in the PPS program, by 

having many benefits for taxpayers who want to participate in the program, so that it 

can help the government in recording and disciplining the administration of taxpayers, 

as well as assisting the state in the government budget. The Tax Harmonization Law is 

a law that reorganizes tax provisions that make investors eager to invest in the business 

world, with the hope that the economy of developing countries and the business world 

will rise after the pandemic with the impact of economic recovery to recover faster and 

develop which has an impact on increasing state income, then the state can make a 

budget aimed at helping the community and the business world with the State Budget. 

Keywords: Increased State Revenue
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu 

kunci keberlangsungan bernegara sehingga pemerintah secara konsisten menjaga 

APBN tersebut agar selalu tersedia dan menjadikan stimulus bagi perekonomian suatu 

negara. Banyak faktor yang menjadikan APBN menjadi tolak ukur suatu negara yang 

dikatagorikan menjadi negara maju, negara bekembang bahkan negara miskin. 

Sehingga pemerinta berusaha keras dalam menjaga kestabilan APBN. Komponen 

APBN yang terpenting adalah Pendapatan, pendapatan negara terjabagi menjadi 2 

(dua) yaitu, pendapatan pajak dan non pajak. Sumber : Nusa Bangsa Leo Kusuma 

Jurnal-https://leo4kusuma.blogspot.com/2010/02/mengenal-komposisi-apbn.html 

#.Y6xN -XZBy5c 
 

 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat neto penerimaan pajak sampai 

dengan tanggal 26 Desember 2021 telah melebihi target dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja  Negara (APBN) Tahun Anggaran  2021. Sampai dengan tanggal 26 

Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak sebesar Rp. 1.231,87 triliun. Jumlah 

tersebut sama dengan 100,19% dari target yang diamanatkan dalam APBN Tahun 

Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.229,6 triliun. Di tengah pandemi Corona virus disease 

Tahun     2019     disingkat     Covid-19.     Sumber:     Direktorat     Jendral     Pajak 

https://www.pajak.go.id/index.php/id/siaran-pers/penerimaan-pajak-2021-lebihi- 

target 

 

Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 

Anggaran 2022, Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian serta reformasi APBN 

yang efektif dan efisien maka APBN telah disusun dan dialokasikan dengan baik yang 

dapat dilihat dari Postur APBN 2022 yang nantinya akan direalisasikan pada tahun 2022 

dimana Total Pendapatan Negara yaitu Rp.1.846,1 Triliun yang terdiri dari Rp.1.510,0 

Triliun dari Perpajakan, Rp.335,6 Triliun dari PNBP, dan Rp.0,6 Triliun dari Hibah. 

Untuk Belanja Negara dengan Total Rp.2.714,2 Triliun Terdiri dari Rp.1944,5 Triliun 

pada Belanja Pemerintah Pusat dan Rp.769,6 Triliun pada Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa. Sedangkan untuk Defisit dan Pembiayaan Anggaran adalah senilai Rp.868,0 

Triliun atau sama dengan 4,85% dari PDB. Defisit anggaran ini

http://www.pajak.go.id/index.php/id/siaran-pers/penerimaan-pajak-2021-lebihi-
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merupakan Langkah extraordinary melalui penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 

yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 memberikan keleluasaan 

pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen hingga tahun 2022. Kebijakan pelebaran 

defisit ini diarahkan sebagai penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi 

kelompok miskin dan rentan, serta dukungan untuk dunia usaha terutama Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) yang disinergikan dengan langkah realokasi dan 

refocusing APBN. Sumber: Kementerian Kauangan RI https://djpb.kemenkeu.go.id/ 

kppn/sampit/id/data-publikasi/berita-terbaru/2899-gambaran-umum-apbn-tahun- 

2022.html 
 

 

Dalam capaian pendapatan tersebut APBN terjadi perbedaan yang sangat besar 

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional yang 

disebabkan oleh pandemi covid 19 yang masih menahan dalam meningkatnya ekonomi 

nasional. Sehingga dampak yang terjadi sangat terasa pada semua kalangan 

masyarakat, khususnya para pengusaha kecil (UMKM) yang banyak mengalami 

kerugian dan bahkan mengalami kebangrutan akibat pandemi tersebut. 

 

Hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja 

yang bisa menjadi stimulus peningkatan ekonomi kecil dan menengah sehingga 

pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi tidak turun. Dalam kebijakan fiskal dan 

moneter pemerintah telah mencoba membuat kebijakan yang tepat untuk 

menanggulangi dampak dari pandemi tersebut yang bisa berpengaruh pada APBN 

tahun 2022 bahkan sampai tahun 2023. Sumber: https://www.djkn.kemenkeu.go.id 

/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid- 
 

19.html 
 

 

Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah 

Perubahan atas Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh), Perubahan atas Undang 

Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sumber: https://www.perkoppi.or.id/qna/ 

meningkatnya-kepatuhan-wajib-pajak-menjadi-salah-satu-faktor-pelaksanaan- 

program-pengungkapan-sukarela 

 
Kemudian ada penerpaan pajak karbon, perubahan atas Undang Undang Cukai, 

dan yang terakhir ada kebijakan Program Pengungkapan Sukarela atau PPS. 

Sebelumnya pemerintah Indonesia telah melaksanakan program tax amnesty. Setelah 

pelaksanaan program tersebut diketahui bahwa tingkat kepatuhan pelaporan dan

https://djpb.kemenkeu.go.id/
http://www.djkn.kemenkeu.go.id/
https://www.perkoppi.or.id/qna/
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pembayaran pajak dari para peserta tax amnesty mengalami peningkatan. Kemudian 

dalam laman resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, menjelaskan bahwa berdasarkan 

data dari pasca implementasi dari program tax amnesty, terdapat peningkatan atas 

kepatuhan dalam pelaporan dan juga pembayaran pajak dari para peserta. Oleh karena 

itu dengan munculnya kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dari 

pemerintah untuk menerapkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela atau PPS 

yang     akan     diselenggarakan     pada     tahun     2022     mendatang.     Sumber: 

https://www.perkoppi.or.id/qna/meningkatnya-kepatuhan-wajib-pajak-menjadi- 

salah-satu-faktor-pelaksanaan-program-pengungkapan-sukarela 
 

 

Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela 

(PPS) dari para wajib pajak diharapkan dapat memberikan efek positif yang sama atas 

kepatuhan perpajakan dari masyarakat ataupun para wajib pajak. Kemudian Program 

Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan sebuah program yang memberikan 

kesempatan kepada para wajib pajak untuk secara sukarela dapat melakukan 

pengungkapan atas kewajiban perpajakan yang masih belum di penuhi dengan cara 

melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif khusus. Sumber: 

https://www.perkoppi.or.id/qna/meningkatnya-kepatuhan-wajib-pajak-menjadi- 

salah-satu-faktor-pelaksanaan-program-pengungkapan-sukarela 
 

 
 

Program Pengungkapan Sukarela ini akan dilaksanakan selama 6 bulan yaitu 

mulai pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Selanjutnya dalam 

Program Pengungkapan Sukarela, untuk para wajib pajak diberikan kemudahan dan 

juga kebebasan dalam melakukan pemilihan atas tarif dan juga prosedur yang akan 

digunakan. 

Dalam  Undang  Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP) 
 

kebijakan terse 
 

but terbagi ke dalam dua skema. Untuk skema yang pertama yaitu untuk para 

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan peserta tax amnesty, dan untuk skema yang 

kedua untuk para Wajib Pajak Orang Pribadi dengan deklarasi harta perolehan dari 

tahun               2016              sampai               dengan               2020.              Sumber: 

https://www.perkoppi.or.id/qna/pemerintah-mendorong-para-wajib-pajak-untuk- 

berpartisipasi-dalam-program-pengungkapan-sukarela

http://www.perkoppi.or.id/qna/meningkatnya-kepatuhan-wajib-pajak-menjadi-
http://www.perkoppi.or.id/qna/meningkatnya-kepatuhan-wajib-pajak-menjadi-
http://www.perkoppi.or.id/qna/pemerintah-mendorong-para-wajib-pajak-untuk-
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Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi), berharap 

agar melalui kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dapat mendorong 

penerimaan negara, dan Perkoppi berharap agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut 

dapat                   berjalan                   tanpa                   adanya                   hambatan. 

Sumber:https://www.perkoppi.or.id/qna/pemerintah-mendorong-para-wajib-pajak- 

untuk-berpartisipasi-dalam-program-pengungkapan-sukarela 

Dalam hal ini bisa dilihat dari tabel penerimaan negara yang setiap tahun mengalami 

kenaikan dengan kebijakan yang pemerintah keluarkan terkait pendapatan dan 

penerimaan negara pada tahun anggaran 2020 sampai 2021 terlihat pada tabel. 

 

Tabel 1.1 
 

 
 
 

 
 
 
 

Catatan: Sumber: Kementerian Keuangan 

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3671- 

realisasi-apbn-ta-2020.html

http://www.perkoppi.or.id/qna/pemerintah-mendorong-para-wajib-pajak-
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3671-realisasi-apbn-ta-2020.html
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3671-realisasi-apbn-ta-2020.html
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Tabel 1.2 
 

 

 
 
 

 
Catatan: Sumber: Kementerian Keuangan 

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3671- 

realisasi-apbn-ta-2020.html 
 
 
 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan negara yang bersumber dari 

perpajakan sebesar 80% lebih, maka tidak heran pemerintah selalu membuat kebijakan 

yang memprioritaskan sumber penghasilan dari perpajakan agar menjadi lebih 

maksimal, sehingga berdampak langsung dalam pendapatan penerimaan negara. Maka 

dalam hal ini pemerintah menerbitkan undang-undang harmonisasi peraturan 

perpajakan yang salah satu pointnya adalah tentang penyelenggaraan Program 

Pengungkapan Sukarela yang bisa disebut Tax Amnesty jilid Dua.

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3671-realisasi-apbn-ta-2020.html
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3671-realisasi-apbn-ta-2020.html
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